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ABSTRAK 

 

 

A. Nama Mahasiswa  : MARIA ULFAH HIDAYATULLOH 

B. NIM  : 207192017 

C. Judul Tesis  : PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIBUAT PARA 

PIHAK ATAS PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DI 

LINGKUNGAN TNI AD (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 

AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2600 K/PDT/2018) 

D. Halaman  : ix + 242 halman (2021) 

E. Isi Abstrak  :  

Perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai 

Undang-Undang dan mengikat para pihak yang membuatnya. Karena setiap 

perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan 

di kategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi yang memberikan hak kepada 

pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Dalam pelaksanaan perjanjian 

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan TNI AD tersebut 

terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak, karena dalam 

melaksanakan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. 

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini 

menemukan bahwa: 1. Pembatalan perjanjian sepihak tersebut, terdapat 

pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Kodam Jaya sebagai pihak dalam 

pelaksanaan perjanjian karena mengandung kesewenang-wenangan, atau 

menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan 

merugikan kepada PT. Cakra Asia Agung), maka hal tersebut termasuk dalam 

Perbuatan Melawan Hukum, karena perbuatan kesewenang-wenangan tersebut 

di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga 

bukan merupakan Wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban 

hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian. 2. Resiko yang terjadi 

apabila suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak di batalkan secara 

sepihak, maka yang membatalkan secara sepihak yaitu Kodam Jaya/Jayaklarta 

harus mengganti kerugian materil yang diderita oleh pihak yang dirugikan yaitu 

PT. Cakra Asia Agung sebesar Rp. 40.313.050.000,- (Empat puluh miliar tiga 

ratus tiga belas juta lima puluh ribu rupiah). 

 

F. Kata Kunci: Perikatan, Perjanjian, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum. 
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